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daharaog = Nomor 1 Tahun 2004  tenten®
Tahun 2004 Ng Ncg;m (Lembaran Negara Republik h;{dm::j;ﬂ

mor =

Indonesia Nomor 4355:; T ambahan Lembaran Negara Rep

4. 4 .
g:: mllg]-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
:Ef;:mmn Dan Tanggung Jawab Keuangan Hﬂﬁgfé‘
Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 I_‘lﬂfﬂﬂf a;

4400); Lembaran Negara Republik Indonesia Nom

= Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan 1 embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kall
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negarad
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomeor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

{1, Peraturan Pemerintah Nomor.55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan. .
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13.

N

15,

16.

17.

18.

18.

20.

21.

.. pD04SE

PeratUran p " '
Informasi ko .2t2h Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

s blik
Ind - 8an Daerah (Lembaran Negara Repu
Neg(;?zs};c Ta;h,‘ln 2005 Nomor( 138, Tambalgxan Lembara!;
diubah degu ik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telalo
(Lembaran gan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
Ta.mbahan ngara Republik Indonesia 2010 Nomor 1 11
S5165); mbaran Negara Republik Indonesia Nomo

E:;at;;r?n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Indgneo San Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
N — Tah.un 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
€gara Republik Indonesia Nomor 4578);

» Feraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pcdoﬂ{an Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggarad?®
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapcran
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tal:mn 2014. Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan.
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Peraturan
tentang p‘? aerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006

ﬂgl:]ﬂla,a_n K Daerah
Ka : €uangan Daerah (Lembaran
LC:ILIEJB“;;HD Sintang Tahun 2011 I\Tomér 26, Tam'@)ahﬂ“
telah dimb;{:mh Kabupaten Sintang Nomor 25) scbag#mana
Nomor S Tap dengan Praturan Daerah Kabupaten Stlnt?“ﬁg
Tahun zglaun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sin

omor = Da&rah
bupaten Sintang NcmquS];Tmmhan e
= :::ﬂ;ta;zr an Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2002
Dacrah Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang st
s Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tamba
mbaran Daergh Kabupaten Sintang Nomor 1);
c4. Poraluran Daer.

o % ah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
Simras Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahunl 2008
P-!omm- 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

25.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Sintang

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.

Bupati adalah Bupati Sintang

Akuntansi adalah proses identifikasi, _pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian  keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

6. s is Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
ag; ﬁzzzmdan ekuitas dalam pelaporan ﬁnan_Lszal berbasis akrual, serta
menlgakui ’pendapataﬂa belanja dan_ pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

7 Pernvaisun Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
PS:I;:;;I:h ;}TP yang diberi judul, nomor dan tanggal efeltif

8. Kebijakan..,



10.

11.

12,

14,

15.

16.

17.

18.

19,
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Kebijakan Akuntansi
konvensi, aturgn.

Kebijakan ‘q'k"mtallsi

Pe
dasar, konvens;. i

konvensi rintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-
e '81, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
Eq‘“:ﬂ_arml‘.zanh. daerah sebagai pedoman dalam menyusun
n llaccuangsn pemerintah daerah untuk men;:ﬂ;m'
Uran keuangan dal ka meningkatkan

la g alam rangka :
maupun antar emig:‘an keuangan terhadap anggaran, antar periode

AngD amedf patan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

_ rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. -

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset,
utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya Kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan

yang bersangkutan.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi r-.::a.hsam pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembia}:aan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

ghan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat

tapgirf,n l;zual‘: laporan  yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurun?;ﬂ SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,

SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

20. Neraca. .
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20. Neraca adalah lap,
entitas Ptﬂapm'a.tl]3 rl;xaér;yang. Menyajikan informasi posisi keuangan suat
tertentu. gfnai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal

1. Laporan Operasi
2 menyajikan infolr?nr-izi, iyang Selarfjumya disingkat LO adalah laporan yang
entitas pelaporan Mengenai seluruh kegjatan operasional keuangan
surplus/defisit ¢ yang. tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
penyajiannya disarﬁ:?‘rasmnal dari suatu entitas pelaporan yang
2. Laporan Arus K et defizan periode sebelumnya.

o menyajikan ?nfoa:‘;ii?g selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yiﬂi
] a

dan setara kas selam;n Zr;genal sumber, penggunaan, perubahan

tu i : do kas dan
setara Kas pada tanggal Selags Ig-;‘lode akuntansi, serta saldo

23. Laporan Perubahan
lapo_ran yang menyaj
terdiri dari ekuitas g

Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
ikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
wal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atag nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang

memadai.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

27. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

29. Pendapatan-LRA adalah semua penerirpaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalgm periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

30. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

31. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
berSangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah daerah. ' |

32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

5 an menurunkap ekuitas, yang dapat berupa
gccrr:;;i mﬁaggﬂogsugasi aset atau tirnbulnya kewajiban.

33. Pembiayaan. ..
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33. Pembiayaan Dae |
penerimaan yang perlu dibayar

u
tahun anggaran ‘;,E;;EE‘EM;&I‘L yang akan diterima kembali, baik padz

. Aset adalah S .

. pemerintah dﬁ::ﬁr daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
mana manfaat ekgna.‘:h?gm akibat dari peristiwa masa lalu dan darl
dapat diperoleh bajkﬂm1 dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diukur daj oleh pemerintah daerah maupun masyarakat seTta
yang diPErlu}{Hnar:n Satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
sumber-sumber d Ntuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
I daya yang dip&lihara karena alasan %jarah dan budaya.

35. Kewajiban adalah y

i tang yang timbul dari peristiwa masa lalu yans
penyelesaiannya mengakin i p e e
pemerintah daerah. gakibatkan aliran keluar sumber daya

e El‘iultlf?q adalah kekayaan bersin pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

L

38. Penyesuaian adalah transaksj penyesuaian pada akhir periode untuk

mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
bf:rksutan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

39. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalagh daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun

secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan
pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

BAB Iil
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
b. Bas,

BABIV..
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BAB v
SIST
EM AKUNTANS] PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) SAPD sebagaimang
prosedur dan teknik
pencatatan pada jurnal
neraca saldo serta Penyaj,ia

(2) Penyajian laporan kcuang
atas:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo ih-
neraca; : anggaran lebih;

laporan operasional;

laporan arus kas:

laporan perubahan ekuitas; dan
catatan atas laporan keuangan.

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat pilihan
tansi dalam melakukan identifikasi transaksi,
posting ke dalam buku besar, penyusunan
n laporan keuangan.

an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

® ™o Q0o

Pasal 5

(1

—

SAPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
a. sistem akuntansi PPKD; dan
b. sistem akuntansi SKPD.

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru: a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan,
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan
keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsplidasian
pemerintah daerah.

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban,
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan
SKPD.

(4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini.

i BAB V
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 6

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang

menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' digu_na_kan dalam pencatatan
transaksi pada buku jurnal, pengklamﬁlfasmn pada buku besar,
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

b. level 2...



)

(5)

(1)

(2)

(3)

000432

d. level 4 (empat)
e. level 5 (lima) menunjukkan k,

13

kode obyek; dan
ode rincian obyek.

d pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan
dokumen anggaran.

Dalam hal kodefikasi BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5),
belum sesuai dengan Kklasifikasi sesuai kepentingan manajerial dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah
Kabupaten Sintang melakukan konversi dalam penyajian LRA.

Format konversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini bcr?aku: . : .
L. Ketentuan BAB IX mengenai Sistem Akuntansi pasal 124 sampai dengan

i Si Nomor 65 Tahun 2009 ten
pasal 188 Peraturan Bupati Sintang : lang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang (Berita
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 635) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaky; ,
Pcrzturan tlirundang'undangan laminya. yeng IHengatur mengena
Bagioet P rakatt akuntansi pemerm'tah daerah sepanjang tidak

rtinglnggg;aggngan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9. .
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Pasal 9

Bupati in; :
peraturan Patl ini myjaj berlaky pada tanggal 1 Januari 2015.

;G?;szzﬂgr;i mcngctahuin}’a. memerintahkan pengundangan Pcrs_tturan
Bupa penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 Mei 2014

UPATI SINTANG, ¥
";7 -

ﬁmuou CROSBY

piundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Mei 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

. Um,

OSEPHA HASNAH
I;ERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 32



































































































































































































































































































































































































































